\’)
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS I
NOMOR: W15-A11/251/0T.00.1/1/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS 1I

Menimbang : 1. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
harus didukung dengan pelayanan administrasi yang
terintegrasi;

2. Bahwa pelayanan adminsitrasi terintegrasi yang mudah, pasti
dan transparan dapat terwujud melaluj Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2 tersebut di
atas, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Negara Kelas II tentang Tim Pengelola Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Agama Negara Kelas 1]
tahun 2023;

4. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam dafiar lampiran surat
keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan
tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tabun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kebakiman;



Menetapkan

KESATU

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dii
Bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pcngadilan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan vang Berada di

Bawahnya;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja
Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

12.  Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor
1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

13. Keputusan Ketua  Mahkamah Agung  Nomor 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
Publik di Pengadilan:

>

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
KELAS II TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA
NEGARA KELAS II TAHUN 2023.

Mencabut  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Kelas 1l Nomor: WI15-A11/1189.e/0T.00.1/10/2022 tanggal
24 Oktober 2022  tentang Penunjukan Tim  Pengelola
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama
Negara Kelas II Tahun 2022;









Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas 11
Nomor : W15-A11/251/0T.00.1/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS IT TAHUN 2023

Pengarah/Pembina PTSP

- Membentuk Tim Pengeloa PTSP

- Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP

- Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan

- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Dircktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama yang membidangi PTSP

- Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP

- Meminta laporan PTSP secara periodik maupun insidentil kepada Penanggung jawab
PTSP

- Memberikan teguran kepada Penanggung jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP

- Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP

. Penanggung Jawah PTSP

Membentuk dan mengoperasikan PTSP
- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP
- Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP
dapat dikelola dengan baik
- Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP
- Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP
~ Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun insidentil kepada Petugas
PTSP
- Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP
- Bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP

. Pelaksana PTSP

- Mengatur jadwai Petugas PTSP

- Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP
- Menyusun laporan pengelolaan PTSP

Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya
- Bertanggungjawab kepada Penanggung jawab PTSP

Petugas PTSP

- Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi
informasi

- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku

- Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerabkannya kepada Pelaksana
PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing

- Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya

- Bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP

4.1. Layanan Informasi

- Melayani pencari keadilan dalam hal mendapatkan informasi baik informasi dari
kepaniteraan maupun kesekretariatan

- Menerima dan memilah permohonan informasi

- Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada PPID

- Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan/atau pegawai tertentu apabila
diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta

- Memberikan informasi yang diminta Pemohon apabila tersedia

-Dalam keadaan terteniu dapat pula merangkap sebagai penerima tamu
(resepsionis) yang bertugas untuk memberi informasi dan memandu pihak-pihak



tertentu yang akan menemui aparat peradilan atan berurusan dengan peradilan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Layanan Informasi menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum

4.2. Layanan Pendaftaran Perkara, meliputi:
- Pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama
- Pengajnan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali
- Pendafiaran perkara permohonan konsinyasi
- Pendaftaran perkara permohonan eksekusj dan
- Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- Layanan Pendaftaran Perkara menjadi tanggung jawab Panitera Muda Gugatan
dan Panitera Muda Permohonan

4.3. Layanan Pembayaran Biaya (Kasir), meliputi:
- Penaksiran panjar biaya perkara
- Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
- Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Pengembalian sisa panjar biaya perkara
- Penyerahan bukti-bukti pembayaran
- Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

4.4. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan, meliputi:
- Penyerahan/pengambilan Salinan putusan/penetapan
- Penyerahan/pengambilan akta cerai
- Penyerahan/pengambilan dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan
- Layanan penyerahan produk menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum

4.5. Layanan Pengaduan

- Menerima pengaduan yang masuk dan meneruskannya sesuai dengan peraturan
atau ketentuan yang berlaku

- Layanan Pengaduan menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, di- Banjarharu;

2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip;
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